-y

b

S
S

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

T
B LRl

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a bahwamnuknﬂtwmpﬂmmhﬂnﬁm

Mengingat : 1.

yang memiliki tingkat kemampuan professional tertentu
diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyanng tngkat
keandalan perusahaan tersebut |

b. bahwa sarana penyaring tersebut akan berfungsi secara

optimal apabila simpul-simpul kegiatan yang dimaksud
berada dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan duma
usaha jasa konstruksi secara terpadu ;

bahwa untuk memalin keterpaduan pengaturan dan
pembinaan dunia usaha jasa konstruksi perlu menyusun
dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang
Surat [zn Usaha Jasa Konstruks |

Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah - daecrah Kota Kecil dalam

| igan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat |
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. U“daﬂﬂ-llndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana ( I embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

- U“d*mﬂ‘uﬂdﬂng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruks; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

: Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3955);

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3956) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957) ;

. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi

Pemenntah ;

10. Keputusan ...,
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10.Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri
Pekerjanan Umum Nomor 63KIDIVI%T tentang Izin

——
—

109/KPTS/1987
Usaha Jasa Konstruksi ;

I1.Keputusan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor

I39/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin
Usaha Jasa Konstruksi ;

12 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Perencanaan Pemban ional N R

| mbangunan Nasional Nomor $226/D2/05/2000
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Magelang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
¢. Walikota adalah Walikota Magelang ;

d. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
Magelang dan diber1 wewenang untuk menyelesaikan masalah [zin Usaha
Jasa Konstruksi.

¢. Badan ... ..
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adalah layanan jasa konsultansi perencasan

konstruksi (kons NP egiatan usaha jasa konsultansi,
(knntraktnr)( ;nﬂ‘illitan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi

pembangunan S cilan yang berhubpngan dengan pelaksanaan

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata

lingkungan masing — masin '
g beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan
suatu bangunan atau bentuk fisik lain ; - .

. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha / sahaan berdasar
bidang dan sub bidang keahliannya : it -

). Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;

Penanggung jawab perusahaan adalah direksi / pi pinan
pim perusahaan
untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang ;

. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah
n?ndahnya Sekolah Teknik Menengah / Sekolah Menengah Kejuruan
bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);

. Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan non Teknik yang bekerja
pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain

. Surat [jin Usaha Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disebut SIUJK

adalah ljin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat
melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi ;

- Surat Permohonan Ijin, yang disingkat SPI adalah surat permohonan
untuk mendapatkan SIUJK ;
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. Pemohon SIUJK adalah

pcngcﬁﬂhﬂﬂ dan Pcngudll
permohonan SIUJK -

badan usaha yang  telah mendapatkan
An - Negeri setempat yang mengajukan

- | IK sebagai hasil nilaian tentang
kclcngl_(apa'n. administrasj teknik dan perlengka pcnunjmg lainnya
yang dimiliki oleh pemohon SIUJK gkapan pe

BAB II
SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

Pasal 2

Pasal 3

SIUJK diterbitkan berdasarkan tem
: _ pat kedudukan badan usaha / perusahaan
dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indo;sia. o

(1) E:;numt ihasiﬁ.kasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di
~ b:ngi I;Ieril:l : Jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan

Arsitektural ;

Sipil ;

Mekanikal ;

Elektrikal :

Tata Lingkungan.

2 0 OoP

(2) Menurut kualifikasinya badan usaha / rusahaan bergerak dj
L] L] m
bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebaga benk::m 8 .
a. Perusahaan Kecil

Modal kerja minimum (modal disetor atau total k '
ekayaan bersih

perusahaan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampa}

dengan < Rp. 1.000.000.000,00 (lebih kecil satu milyard rupiah).

b. Perusahaan Menengah .. ...
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b. Perusahaan Menengah

Modal ke
08 mimmum (modal disetor atau total kekavaan bCl"‘Ih)

rsahaan ad _ .
f:l:ngnn . R: r:r(';:]p 1000.000 000,00 (satu milyard rupiah) sampai
000.000,00 (lebih kecil sepuluh milyard rupiah).

¢. Perusahaan Besar

Bt Lcta s
M:I::hkﬂ]ﬂ immum (modal disetor atau total kekayaan bersih)
oo on  adalsh lebih  besar stau sema dengan Rp.

Tujuan pemberian SIUJK adalah
a mjamin kepastian hukum dalam turan ‘
jasa ko_nstmksi nasional ; - o pembinaar

b.
Z: adanva kepastian keandalan perusahaan -

¢. menunjang peningkatan efisiens penggunaan sumber daya dalam

Bagian Pertama
Ketentuan Pengusahaan

Pasal 6

berada di luar Kota Magelang, maka salinan aktenya harus d X
Pengadilan Negeri Magelang. a n———

Bagian Kedua
Ketentuan Administrasi

Pasal 7

Badan usaha / perusahaan yang hendak mengaj

n gajukan ijin usaha, pada akte
pendinan perusahaannya harus mendapatkan pengesahan dar P |
Negeri Magelang. i

Pasal 8 ...,
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Pasal 8

Dalam pengajuan SIUJK harus dicantumkan klasifikasi dari badan usaha /

pcmsaha_an Vang hemngkutam vait ' o kerinan vyan bisa
oo yaitu meliputi bidang peker) yang

Pasal 9

(1) Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi
pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh, serta harus
bertempat tinggal dalam wilayah Kota Magelang.

(2) Sctiap perusahaan wajib memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.

(3) Tenaga Teknik Tugas Penuh hanya dibenarkan bekerja pada satu
perusahaa_n, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa
konstruksi, serta bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Teknik

Pasal 10

(1) Perusahaan pemohon wajib memasang papan nama perusahaan pada
kantor perusahaan dengan mencantumkan nomor SIUJK.

(2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan dan nomor SIUJK
pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan.

(3) Perr_usahaan pemohon harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan
kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

Pasal 11

Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh badan usaha / perusahaan pemohon
harus dicek dan diteliti kebenarannva oleh Tim Peneliti STUJK.

Pasal 12

Semua bukti kepemilikan sesuai Pasal 9 ayat 3 harus dibuktikan dengan bukti
otentik, berupa kuitansi pembelian barang / perlengkapan kantor dan

perlengkapan kerja lainnya, maupun bukti pendukung lainnya yang dianggap
sah.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang memiliki SIUJK wajib menyampaikan kinerja
perusahaan kepada Tim Penelii SIUJK berdasarkan penilaian yang
diberikan oleh pengguna jasa.

(2) Kinenja .....

7
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(2) klnﬁr]ﬂ Deru'mhnnn ﬂkln n“'nil'-l{“ bahan pcrnm'mngnn unmk

peninjauan kembali ST11JK vang telah diberikan kepada perusahaan.

(3) kl“"'na mnlgﬁ'mﬂn n'l'ﬂnl"ﬂl."rl ﬂqu kcm"'hnn huk"m‘ WCRM

!wkrr]nnn YANg pernah dilak sanakan. hubungan kerja dengan pengguna
Jasa serta hubungan dengan masyamkat

BAB v
TATA CARA PERMOHONAN SIUJK

Pasal 14

Permohonan SIUJK bagi pery _ | -
kepada Walikota Magelang. Ahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diaju

Pasal 15

Pemohon SIUJK sebagaimana di
SPI serta dilampin dokumen -

a. Daftar pengurus perusahaan

b. Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tenaga non teknik perusahaan ;
¢. Surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh ;

¢. Dafiar pengalaman kerja lenaga teknik tugas penuh ;

d. Daftar peralatan perusahaan :

¢. Neraca perusahaan tahun terakhir ;

f Daftar pengalaman perusahaan.

maksud Pasal 14 wajib mengisi formulir

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 16

SII_J_ JK berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

(1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya SI[UJK terdapat
perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik. dapat
dilakukan melalui proses penyampaian laporan tertulis dilampin foto

copy SIUJK.
(2) Apabila ... ..
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(2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya SIUJK terdapat
perubahan atas bentuk perusahann, nama pemilik, susunan pengurus,

dirc.km'l. kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka dilakukan dengan
mengajukan permohonan SPI baru.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Setiap perusahaan pemegang STUJK wajib menyampaikan laporan
kcpgda Wahl-:ntai Magelang atau Pcjabat yang ditunjuk mengenai
kegiatan usaha setiap | (satu) tahun sekali.

(2) Laporan scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan sesuai
dengan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19
(1) Untuk menegakan disiplin dalam rangka menuju terwujudnya kegiatan
usaha yang lebih sehat perlu adanya sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
a. Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis adalah teguran terhadap penyimpangan/pe-
langgaran yang bersifat ringan schingga tidak menghentikan atau
meniadakan hak berusaha perusahaan.

b. Pembekuan STUJK

Pembekuan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan
atau pelanggaran yang bersifat agak berat sehingga menghentikan
(sementara) hak berusaha perusahaan.

¢. Pencabutan SIUJK

Pencabutan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan
atau pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak

berusaha perusahaan.

Pasal 20 ... ..
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Pasal 20

Peruslhlll'l NIﬂidlplltkll'l ]‘lfl"lllglt.n tertulis lpllﬂll :
Perusahaan tidak memiliki S1UJK -

: :_ Perusahaan tidak memasang papan nama
" Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan ; .
d. Perusahaan tidak menverahkan laporan kinerja ; ¥
e. Perusahaan tdak memenuhi ketentuan perpajakan ; i
{ Perusahaan dalam jangka dua tahun setelah mendapatkan STUJK tidak

melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi ,

g Penanggung ‘ jﬂ\r"ﬂlh * perusahaan mcrangkap man]adl penguruﬂ
perusahaan lain atau tidak bertugas penuh :

h. Tenaga Teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain ;

' Tenagg Teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan
atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama :

j. ~ Penanggung jawab perusahaan dan atau tenaga teknik tugas penuh
bertempat tinggal di Kota Magelang.

Pasal 21

(1) Perusahaan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap
tidak memenuhi kewajibannya.

(2) Perusahaan yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Pasal 22

(1) SIUJK dapat dicabut apabila :
a Terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum ;

' b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

¢. Dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak dibekukannya SIUJK,
perusahaan tidak memenuhi kewajibanya ;
d. Perusahaan dinyatakan bangkrut ;

e. Terbukt perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan namanya
kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekenjaan |
f Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.
(2) Keputusan .....

I‘umd
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(2) Kupululsan*tcntang pencubulnn suatu ljin Usaha Jasa Konstruks: yang
pemegang ljin disertai dengan alasan pencabutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) SIUJK yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya

Peraturan Daerah ini, dinvatakan te -* i dengan habis
masa berlakunya PRI o Toxtuon g, S

(2) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

dapat melakukan permintaan perubahan sebagaimana dikehendaki oleh
perusahaan vang bersangkutan. .

Pasal 24

Permohonan SIUJK yang diajukan dan belum diputuskan pada saat

berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26
Penanaman.Mc')da] Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penerbitan
SIUJK diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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ini, maka peraturan-peraturan
Ang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

sebelumnya .dan peraturan y
dinvatakan tidak berlaky lagi

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG
H FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002

ina Uta a Madya
~ 500 0B2 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2002 NOMOR 19
SERI E No 13

12
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PENJE] ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGFLANG

NOMOR § TAHUN 2002

.  PENJELASAN UMUM

‘Bnrdﬂsurkan U“dﬂﬂs-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang
Pcr_nenntahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
lebth mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu
menyelenggarakan Otonom; Daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada dacrah secara
proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah se ‘ 2 di : -
Tahun 1999. imaksud dalam Undang-undang Nomor
proses penyelenggaran pembangunan daerah, dunia

usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari proses pembangunan
tersebut.Untuk  mendapatkan  hasil pembangunan sesuai yang
diharapkan, diperlukan pula jasa konstruksi yang handal atau memiliki
tingkat kemampuan professional tertentu. Sehubungan dengan hal
tersebut diperlukan serangkaian kegiatan untuk menvaring tingkat
kehandalan jasa konstruksi. Sarana penyaring tersebut akan berfungsi
secara optimal apabila simpul-simpul kegiatan yang dimaksud berada
dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa
konstruksi secara terpadu.

Dengan dikeluarkanya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : BK 0108-Mn/1700 tanggal 1Agustus 2000
tentang Wewenang Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Menjadi Tugas Pemenntah Daerah telah ditetapkan pedoman
kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemberian
Surat [jin Usaha Jasa Konstruksi.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur
tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelang yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL ....

13

Qrannod hyy TanQrannar



Il PENJELASAN PASAL DEMI PASAIL

l - Pasal ini memuat pengertian istilah yang

dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah
tafsir dan salah pengertian dalam memahami
dan  melaksanakan  pasal-pasal o
bersangkutan sehingga baik warga masyarakat
maupun aparatur dalam menjalankan hak dan
kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan
dapat dicapai tertib administrasi dalam
pelaksanaan pemberian Surat [jin Usaha Jasa
Konstruksi.

Pasal 1 huruf | : Tenaga tugas penuh adalah tenaga teknik dan
non teknik yang bekerja selama jam kerna
llzrunsahaan dan tidak bekerja pada perusahan

Pasal 2 s/d 11 :  Cukup jelas.

Pasal 12 : Tim Peneliti Tim yang bertugas meneliti,
memeriksa kelengkapan dan kebenaran data
dokumen SPI yang dibentuk dengan
Keputusan ~ Walikota ~ Magelang  yang
beranggotakan dari Dinas/Bagian terkait.

Pasal 13 s/d 30 :  Cukup jelas.

14
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